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Fokus penelitian ini adalah bagaimanaimplementasi kebijakan pembebasan bersyarat bagi narapidana
sebagai upaya mengurangi dampak negatif kepadatan atau kelebihan penghuni di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas| Cipinang. Kebijakan ini merupakan kebijakan pembinaan narapidana dalam konsep re-integrasi
sosial yang paling baik dalam membebaskan narapidana. Namun pada kenyataannya beberapa orang
berpendapat bahwa pembebasan bersyarat dipandang sebagai pemberian maaf atau rasa simpati pemerintah,
bertujuan memperpendek hukuman dengan mempercepat waktu pembebasan, bahkan pembebasan bersyarat
dianggap sebagai upaya untuk menyenangkan atau memberi kenyamanan pelaku kejahatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan
wawancara mendalam (in-dept interview). Analisis terhadap proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi
implementasi kebijakan dilakukan dengan cara mengadopsi teori implementasi kebijakan dari George
Edward |11, Marilee S. Grindle dan Van Meter serta Carl Van Horn (teori yang digunakan disesuaikan
dengan kondisi 1apangan).

Lapas Kelas | Cipinang berusaha merubah pendapat keliru beberapa orang mengenai kebijakan pemberian
pembebasan bersyarat bagi narapidana dengan cara seoptima mungkin mengimplementasikan kebijakan
tersebut, bahwa tujuan pembebasan bersyarat pada narapidana bukan untuk memperkecil hukuman,
mempermudah atau memberi kenyamanan pelaku kejahatan, juga bukan merupakan toleransi atau pemaaf.
Sebaliknya kebijakan pemberian pembebasan bersyarat pada narapidana sebagai program pembinaan
bertujuan untuk mengembalikan narapidana agar dapat hidup kembali di masyarakat dan tidak melakukan
kejahatan lagi, dan hal ini harus direkomendasikan sebagai alternatif yang paling banyak mendatangkan
manfaat terutama dalam menanggulangi dampak kepadatan atau kel ebihan penghuni di dalam Lapas.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses implementasi  kebijakan Pembebasan Bersyarat bagi
narapidana dalam upaya menanggulangi dampak negatif kepadatan atau kelebihan penghuni di Lapas Kelas
| Cipinang secara umum dapat dikatakan berjalan cukup baik namun kurang begitu optimal. Proses
implementasi kebijakan berjalan cukup baik terbukti dari telah dipahaminya perubahan strategis yang
diinginkan dan implikasinya; adanya peraturan pelaksanaan atau peraturan penjelas; dan telah dilaksanakan
sosialisasi kebijakan pemberian pembebasan bersyarat tersebut. Namun yang menyebabkan kurang
optimalnya implementasi kebijakan tersebut atau dapat dikatakan terjadi implementation gap
(kesenjangan/perbedaan antara apa yang dirumuskan dengan apa yang dilaksanakan) yaitu adanya faktor-
faktor menjadi hambatan dalam pelaksanaanya. Beberapa faktor yang menjadi hambatan tersebut adalah
komunikasi dan koordinasi, sumber daya, dan struktur birokrasi.

<hr><i>The focus of this research is how the Implementation of parole policy for inmatesin effort to
overcome negative impact of overcapacity at Correctional Institution of Class| Cipinang. This policy isa
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policy to treatment the inmates in the concept of social re-integration, and it is the best concept to release
them. But in fact some people argue that parole is viewed as forgiveness or sympathy from government,
aimed to shortening the sentence with speed up their release, parole even considered as an attempt to please
or give comfort to criminals.

The research used qualitative research method. Data was collected through in-depth interviews. Analysis of
the processes and factors that influence the policy implementation is done by adopting the theory of policy
implementation from George Edward I11, Marilee S. Grindle, Van Meter and Carl Van Horn (the use of
theory adapted with field conditions).

Correctional Institution of Class | Cipinang try to change the wrong opinion of some people about this
parole policy by optimize the implementation, that the purpose of parole for inmatesis not to minimize the
penalties, facilitate or give comfort to criminals, a'so not as atolerant or forgiving. Instead the policy of
parole for inmates as a treatment program aimsto restore inmates so can live back in the community and
did not commit a crime again, and it should be recommended as an alternative can bring the most benefits,
especially in reducing the impact of overcapacity in the correctional institution.

The research concludes that the process of Implementation of parole policy for inmatesin effort to
overcome negative impact of overcapacity at Correctional Institution of Class| Cipinang, generaly
speaking, quite well, but less so optimal. Policy implementation process can be said quite well proven that
the strategic change desired and its implications have been understood; available regulatory implementation
or regulation explanatory; and socialization of this parole policies have been implemented. But the causes of
less than optimal implementation of the policy or it can be said to occur the implementation gap (the
difference between what are formulated with what has been done), thisis due to several factor which
become obstacles in its implementation. Some of these factors are communication and coordination,
resources, and bureaucratic structures.</i>



